Menimbang :

Mengingat

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bebas korupsi di jajaran
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu
pedoman pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Sipil Negara dan Reformasi.Birokrasi Nomor 37
Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan
Kepentingan, menyatakan penanganan benturan
kepentingan di instansi pemerintah ditindaklanjuti dalam
bentuk kebijakan penanganan benturan kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan,;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1103);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1911 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran



10.

11.

12.

13.

14.

3

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67 18);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokraéi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);



15.

16.

¥is

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17 81);
Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor
39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-
Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 9);
Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun
2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2020 Nomor 15);

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 nomor
3);
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Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor
61);

Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 85);

Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Cara Kerja
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

ul

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
Penyelenggara Daerah adalah Gubernur, Wakil Gubernur,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat
Pemerintah Daerah, dan Pegawai Badan Usaha Milik
Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah

dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  dalam
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penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode
etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik
pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana
pertimbangan pribadi mempengaruhi dan /atau dapat
menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam
mengemban tugas.

Whistleblowing System adalah sistem yang disediakan bagi
ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki
informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan
berindikasi pelanggaran yang terjadi pada Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara.

Kepentingan pribadi (vested interest) adalah keinginan
kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat
pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasi/hubungan
dekat/balas  jasa/pengaruh  dari pegawai, pejabat
Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.

Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh
seorang pegawai dengan pihak yang terkait dengan
kegiatan Pemerintah  Daerah  tertentu baik karena
hubungan darah, hubungan perkawinan maupun
hubungan pertemanan/ kelompok/golongan yang dapat
mempengaruhi keputusan.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti Tuas yakni
meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas
lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di

luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan
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sarana  elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang
dilakukan oleh pegawai terkait kewenangan/jabatannya,
sehingga menimbulkan benturan kepentingan yang
mempengaruhi  independensi, objektivitas  maupun
profesionalisme.

Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi
kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan
pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan
budaya organisasi.

Perangkapan jabatan yaitu pegawai Pemerintah Daerah
memegang jabatan lain yang memiliki benturan
kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya,
sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara
profesional, independen dan akuntabel.

Penyalahgunaan wewenang adalah penyelenggara daerah
membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai
dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan.

Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi
kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan
penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur

dan budaya organisasi yang ada.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

a.

menjadi kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan

mengatasi benturan kepentingan pada Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara;

memberikan penjelasan agar tercipta keseragaman
pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun
Pejabat/Pegawai pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.



Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.

menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah
dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara
transparan dan efisien tanpa mengurangi Kkinerja
Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;

menegakkan integritas kinerja Pejabat/Pegawai;

mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu
atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah
timbulnya kerugian negara/daerah;

menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini mencakup :

a
b.

o 0

bentuk dan sumber benturan kepentingan;
penanganan benturan kepentingan;
pencegahan benturan kepentingan;

monitoring dan evaluasi.

BAB II
BENTUK DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi

Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah antara lain:

a.

situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai Pemerintah
Daerah menerima gratifikasi atau pemberian atau
penerimaan hadiah/cindera mata atau hiburan atas suatu
keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak
pemberi;

situasi yang menyebabkan penggunaan aset Pemerintah
Daerah  yang  berpotensi menimbulkan benturan
kepentingan pribadi atau golongan;

situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/
Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan

pribadi dan golongan;
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d. situasi rangkap jabatan di Pemerintah Daerah atau unit
kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak
langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat
menyebabkan  pemanfaatan suatu jabatan untuk
kepentingan jabatan lainnya;

e. situasi dimana pegawai memberikan akses khusus kepada
pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan
ketentuan yang seharusnya dilakukan;

f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai
dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari
pihak yang diawasi;

g situasi dimana Kkewenangan penilaian suatu objek
kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari
pihak penilai;

h. situasi dimana keputusan/ kebijakan dipengaruhi pihak lain
yang membutuhkan;

i. situasi bekerja di luar pekerjaan kantornya, kecuali telah
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang diterapkan di
Pemerintah Daerah;

J. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang
menyalahgunakan wewenang;

k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi
lebih  dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah,
keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia
Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa di Pemerintah Daerah;

1. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan
antara Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak
lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan
dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan

Jabatannya di Pemerintah Daerah.

Pasal 6
Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:
a. kepentingan pribadi (vested interest),

b. hubungan afiliasi;
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c. gratifikasi;
kelemahan sistem organisasi;

e. perangkapan jabatan.

BAB III
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

(1) Pejabat atau pegawai yang berpotensi menghadapi benturan
kepentingan  dalam  pelaksanaan tugasnya, wajib
mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan
kepentingan dan penyebab potensi benturan kepentingan
kepada atasan atau petugas yang menangani.

(2) Atasan atau petugas yang menerima laporan adanya
potensi terjadinya benturan kepentingan melakukan telaah
awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan
merekomendasikan tindakan pencegahan yvang
dimungkinkan.

(3) Seluruh Perangkat Daerah wajib melaksanakan identifikasi
potensi benturan kepentingan terkait dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi, paling sedikit mencakup:

a. uraian benturan kepenﬁngan;

b. pejabat/pegawai yang terkait;
c. penyebab; dan
d

. prosedur penanganan/pencegahan.

Pasal 8

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip

dasar sebagai berikut :

a. Pejabat/Pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah
berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk
meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung
jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan

tersebut;
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Pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi
memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud
pada huruf a wuntuk tidak terlibat dalam proses
pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut,
kecuali berdasarkan hasil penilaian resiko disimpulkan
bahwa resiko dapat diterima, maka Pimpinan dapat
meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;

Pejabat/Pegawai yang berpotensi dan atau telah berada
dalam  situasi Benturan Kepentingan sebagaimana
dimaksud pada huruf a wajib membuat dan menyampaikan
Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap

kondisi tersebut kepada atasan langsung.

Pasal 9

Faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan

Kepentingan antara lain :

a.

b

®

(D

)

komitmen dan keteladanan pimpinan;

partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara,;
perhatian khusus atas hal tertentu;

langkah-langkah preventif untuk menghindari benturan
kepentingan;

penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan;

pemantauan dan evaluasi;

Pasal 10

Dalam hal terjadi situasi benturan kepentingan dan pelapor
adalah pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk
terlibat secara langsung dalam situasi benturan
kepentingan, maka pegawai wajib melaporkan hal tersebut
kepada atasan langsung;

Dalam hal terjadi situasi benturan kepentingan dan pelapor
adalah pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku
kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak
memiliki keterlibatan langsung, namun mengetahui adanya

atau potensi terjadinya benturan kepentingan pada



12

Pemerintah =~ Daerah, maka pelapor menggunakan
Whistleblowing System;
(3) Tata cara dan mekanisme Whistleblowing System diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Tatacara penanganan benturan kepentingan :

a. Setiap pemangku kepentingan yang terkait dalam
pengambilan keputusan dapat melaporkan atau
memberikan  keterangan adanya dugaan benturan
kepentingan pegawai dalam menetapkan keputusan
dan/atau tindakan;

b. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada
atasan langsung pegawai pengambil keputusan dan/atau
tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan
melampirkan bukit-bukti terkait;

C. Atasan langsung tersebut memeriksa tentang kebenaran
laporan benturan kepentingan tersebut paling lama 3 (tiga)
hari kerja;

d. Apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak benar, keputusan
dan/atau tindakan pegawai yang dilaporkan tetap berlaku;

€. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar, dalam jangka
waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut
ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut;

f. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak
lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan

dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

BAB IV
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12
Upaya-upaya pencegahan untuk menghindari situasi Benturan
Kepentingan sebagai berikut :
a. pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur

larangan berikut:
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dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan
apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan
perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat,
kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah
Daerah;

dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga
memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan
harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga
dan golongan;

dilarang menerima, memberikan, menjanjikan hadiah
(cinderamata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun
yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam
rangka hari raya keagamaan maupun acara lainnya;
dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya
memberikan seéuatu dalam bentuk apapun kepada
pegawai dan atau di luar pemerintah daerah;

dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi
lainnya melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak
manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang
dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta
melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau
beberapa pihak dalam menentukan
kebijakan/keputusan;

dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia
pemerintah daerah/negara untuk kepentingan di luar
Pemerintah Daerah;

dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa di Pemerintah Daerah, yang pada saat
dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh
dan/atau sebagian yang bersangkutan sedang

ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan
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pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
dapat mengantisipasi dan memberikan arahan baku
langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada
benturan kepentingan;
pengungkapan/deklarasi/pelaporan adanya benturan
kepentingan yang didukung dengan prosedur yang
memudahkan proses pengungkapan adanya benturan
kepentingan;
mendorong tanggung jawab pribadi untuk selalu menjaga
integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai
lainnya serta para pemangku kepentingan;
menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak

toleran terhadap benturan kepentingan;

BAB YV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13
Monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan dimaksudkan sebagai upaya untuk
memberikan umpan balik guna perbaikan kebijakan
penanganan Benturan Kepentingan.
Perangkat Daerah melakukan evaluasi internal secara
berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi

potensi benturan kepentingan dan penanganannya.

Pasal 14

Pelaksanaan pembinaan dan monitoring kepada seluruh
Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Inspektorat
dan/atau Badan Kepegawaian Daerah.
Kendali mutu hasil monitoring, perlu memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a. tujuan monitoring untuk mengumpulkan data dan

informasi yang diperlukan, memberikan masukan

tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan
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gambaran terkait capaian/perkembangan, metode yang

digunakan dalam penanganan benturan kepentingan,

tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan
hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan
balik bagi sistem yang dibangun;

sasaran yang ingin dicapai adalah tingkat kesalahan nol

atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat

ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang
dihadapi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah;

pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan
sistem, sehingga rekomendasi hasil monitoring
diarahkan pada upaya perbaikan sistem agar dapat

meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di

waktu mendatang serta dapat menghindari dampak yang

signifikan dari adanya Benturan Kepentingan;

waktu dan jadwal monitoring, diatur oleh Inspektur

Provinsi Sumatera Utara;

laporan Hasil Monitoring sekurang-kurangnya

menyajikan informasi :

1. Hasil identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
dan prosedur penanganannya;

2. Sosialisasi internal terkait hasil
identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan
prosedur penanganannya;

3. Implementasi hasil identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dan prosedur penanganannya;

4. Hasil Evaluasi Internal atas penanganan benturan
kepentingan,;

5. Tindak lanjut atas hasil evaluasi internal;
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Januari 2022
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 10 Januari 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Tk.I (IV/Db)
NIP. 19710413 199603 1002




